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ABSTRAK

Nama ‘Rahma Yani
Nim :16 102 000 16
Judul :Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap

Jual Beli lkan Lubuk Larangan Di Desa Tanjung Medan
Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal
Tahun : 2020

Mencari atau menangkap ikan di lubuk larangan sudah menjadi suatu
kebiasaan bagi masyarakat di beberapa desa di Mandailing Natal, salah satunya
desa Tanjung Medan Kecamatan Muara Sipongi yang hampir setiap tahun
membuka lubuk larangan yang diselenggarakan pada hari raya idul fitri.
Seseorang boleh ikut mengambil ikan di sungai lubuk larangan tersebut harus
mendaftarkan dirinya kepada panitia dan membayar uang pendaftaran dan
sebagai tanda telah membayar akan diberikan karcis. Setelah lubuk larangan
dibuka, ternyata banyak masyarakat yang masih merasa kecewa dan dirugikan
baik itu masyarakat yang datang dari luar maupun masyarakat desa itu sendiri
karena tidak mendapatkan apa-apa walau sudah seharian berendam di air,dan
sebagian lagi hanya mendapat beberapa ekor saja. Mereka merasa hasil tangkapan
tidak sesuai dengan uang pendaftaran yang dibayar.

Dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui apakah
pengambilan ikan lubuk larangan Desa Tanjung Medan Kecamatan Muara
Sipongi Kabupaten Mandailing Natal termasuk kedalam jual beli dan bagaimana
tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli ikan lubuk
larangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten
Mandailing Natal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field Research), yaitu penyusunan akan terjun langsung kelapangan
untuk meneliti suatu masalah, data yang digunakan adalah data primer dan
skunder, metode pengumpulan data dengan metode wawancara ,dokumentasi,
dan observasi langsung.

Hasil penelitian ini adalah pengambilan ikan lubuk larangan di Desa
Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal menurut
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk kedalam akad jual beli akan tetapi
jika dilihat dari segi syarat objeknya : a. milik sendiri, ikan dalam lubuk larangan
ini merupakan harta mubah milik masyarakat desa yang hanya bisa diambil
sewaktu-waktu yang ditetapkan bersama dan belum bisa dikuasai secara personal.
b. tidak dapat langsung diserahterimakan tetapi harus dicari dan ditangkap
terlebih dahulu serta jumlahnya tidak pasti. Meskipun awalnya ikut mengambil
ikan lubuk larangan hanya sebagai hobbi, tetapi tetap akan menimbulkan
spekulasi dan unsur gubn atau penyamaran, karena perolehan ikannya tidak pasti
dan akan menimbulkan salah satu nya dirugikan.

Kata Kunci: KHES, Jual Beli, Ikan Lubuk Larangan
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab

dan transliterasinya dengan huruf latin:

I_Al\ur;l;f NaTZE:: ruf Huruf Latin Nama
\ Alif d”a;;;i‘;kan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& sa $ Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha h Ha(dengan titik di bawah)
¢ Kha H Kadan ha
2 Dal D De
3 zal Z Zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Esdanya
o= sad $ Es (dengan titik di bawah)
o= dad d De (dengan titik di bawah)
b ta t Te (dengan titik di bawah)
L za z Zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain Koma terbalik di atas
a Gain G Ge
- Fa F Ef
a3 Qaf Q Ki
4 Kaf K Ka
J Lam L El
e Mim M Em
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J Nun N En

B) Wau W We

° Ha H Ha

e Hamzah Apostrof
2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
—_ Fathah A A
-_— Kasrah | |
3 Dommah U U

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama
..... & Fathzah dan ya Ai a dani
5 Fathah dan wau Au adanu

c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf
Harkat dan Nama dan Nama
Huruf
Tanda

Fathah dan alif atau a dan garis atas

1
Q|

ya

- | dan garis di
S Kasrah dan ya i bawah
S Dommah dan wau U u dan garis di atas
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3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Tamar butah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapa tharkat
fathah, kasrah, dan dommabh, transliterasinya adalah /t/.

b. Tamar butah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya tamarbutah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu:Jd' . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan
antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang
yang diikuti oleh huruf gamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti
oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf
/I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata

sandang itu.
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b. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah adalahkatasandang yang diikuti
oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan
didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah
Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan
diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.
7. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan
dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.
8. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab
huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD,
diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri
dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang
ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf

awal kata sandangnya.
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Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
capital tidak dipergunakan.

. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-
Latin, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan
Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif) yang
mengatur aspek kehidupan manusia, baik agidah, ibadah, akhlak
maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah
bidang muamalah/igtishadiyah (ekonomi Islam).!

Dalam hal muamalah itu sendiri Islam telah memberikan
ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan
dilaksanakan. Jadi praktek muamalah harus sesuai dengan yang sudah
ditetapkan syari’at Islam. Dalam menjalankan muamalah, akad
merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu
apakah sesuai syariat Islam yang diridhai Allah atau sebaliknya.

Akad dalam KHES adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian
antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak
melakukan perbuatan hukum tertentu. Adapun syarat-syarat sahnya
suatu akad dalam KHES tercantum pada pasal 22 yaitu adanya pihak-
pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan.?
Keempat syarat tersebut harus terpenuhi agar suatu akad dianggap sah.

Salah satu prinsip berakad adalah ‘an taradin atau asas kerelaan

para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin

! Mardani, Figih Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), him. 5.
2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22



yang sulit diukur kebenarannya. Maka manifestasi dari suka sama
suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu
proses dalam kepemilikan sesuatu.® Dalam berjual beli ada ketentuan
rukun dan syarat yang harus terpenuhi yang berpengaruh pada sah
atau tidaknya jual beli. Jual beli merupakan alat yang sering
digunakan di masyarakat. Jual beli atau bay u adalah suatu kegiatan
tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan penjual dan
pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual beli
telah berlangsung dengan sempurna. Penukaran itu dilakukan karena
ada manfaat yang diambil dari barang tersebut dan alat tukarnya
dianggap sesuatu yang bernilai atau berharga.*

Dalam jual beli pastinya manusia tidak menginginkan saling
merugi, akan tetapi dominannya jual beli ini saling menguntungkan
satu sama lain,suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak
berkenaan dalam hal ini Allah subhanahu wata’ala berfirman dalam

surah al-Fathir ayat 29:

s 7 -
)

5 L yaanly s3I alT 12605 8 s 0k Gl G
P {f//" 2 ,/://, .z
(055 o) % T i 15

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan

mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami
anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-
terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan
merugi.”’

® Rozalinda, figih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), him. 45.
4 Ali Imran Sinaga, Fikih Bagian Pertama Taharah, Ibadah, Muamalah (Bandung, CitaPustaka:
Media Printis, 2011), him, 153.



Salah satu kebiasaan di desa tanjung medan kecamatan
muarasipongi dalam muamalah yang erat kaitannya dengan akad dan
jual beli yaitu melakukan kegiatan dalam mencari ikan dilubuk
larangan. Mencari atau menangkap ikan di lubuk larangan sudah
menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat di beberapa desa di
Mandailing Natal, terutama desa Tanjung Medan kecamatan Muara
Sipongi yang hanya boleh dibuka sekali setahun pada hari-hari di
lebaran idul fitri. Dan lubuk larangan bukan lagi suatu hal yang asing
bagi masyarakat Muarasipongi.

Lubuk larangan tersebut merupakan aliran sungai yang
dikelola masyarakat desa sebagai bentuk kearifan local bagi desa. Dan
menjadi milik masyarakat desa tanjung medan yang hanya boleh
dibuka sesuai kesepakatan bersama dan disesuaikan dengan batas-
batas dengan sungai bagian desa sebelahnya.

Orang yang ikut mengambil ikan lubuk larangan tidak hanya
dari dalam desa saja tetapi banyak juga yang datang dari desa tetangga
dan luar desa. Seseorang boleh ikut mengambil ikan di sungai lubuk
larangan tersebut pertama-tama harus mendaftarkan dirinya kepada
panitia kemudian membayar uang pendaftaran sebesar 60 sampai 100
ribu rupiah dan sebagai tanda telah membayar dan sepakat untuk ikut
mengambil ikan lubuk larangan akan diberikan karcis. Semua alat

disediakan sendiri oleh peserta atau masyarakat yang ikut tergantung



apa yang akan digunakan ketika menangkap ikan bukan disediakan
oleh panitia.

Acara penangkapannya akan berlangsung kira-kira dari jam
09:30 WIB pagi sampai jam 18:00 WIB pada sore harinya. Setelah
selesai akad dilaksanakan, ternyata banyak masyarakat yang masih
merasa kecewa dan dirugikan baik itu masyarakat yang datang dari
luar maupun masyarakat desa itu sendiri karena merasa tidak sesuai
dengan harapan dan tidak mendapatkan apa-apa walau sudah seharian
berendam di air, sebagian lagi hanya mendapat beberapa ekor saja.
Mereka merasa hasil tangkapan tidak sesuai dengan uang pendaftaran
yang dibayar.’

Dari fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan
mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam suatu penelitian yang
berjudul “ Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Jual Beli lkan Lubuk Larangan Di Desa Tanjung Medan

Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal”

. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian lebih
difokuskan pada Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
terhadap jual beli ikan lubuk larangan di Desa Tanjung Medan

Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.

. Rumusan Masalah

2019

® Hasil wawancara peneliti di desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi,02 November



Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengambilan ikan lubuk larangan tergolong sebagai jual
beli?

2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap
jual beli ikan Lubuk Larangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan
Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal!

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Apakah pengambilan ikan lubuk larangan
tergolong sebagai jual beli.

2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
terhadap jual beli ikan lubuk larangan di Desa Tanjung Medan
Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca
umumnya dalam masalah akad jual beli.

2. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Illmu
Hukum di  Lingkungan Institut Agama Islam  Negeri
Padangsidempuan.

F. Batasan Istilah



Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang
dipakai dalam judul skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:
1. Kompilasi Hukum  Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu

peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. No. 02/2008 atas diskusi
dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan 4 buku,
yang mana buku | tentang subjek hukum dan harta, buku II
tentang akad, buku Il tentang zakat, buku IV tentang akuntansi
syariah.®

2. Akad adalah pertalian ijab ( pernyataan melakukan ikatan ) dan
kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak
syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.’

3. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang
yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak,
yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya
sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan
Syara’ dan disepakati.8

4. lkan adalah binatang bertulang belakang yang hidup dalam air,
umumnya bernafas dengan insang, biasanya tubuhnya bersisik,
bergerak dan menjaga keseimbangan badannya dengan

menggunakan sirip.’

® Tim Redaksi Kencana, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta : Kencana, 2017)
" Nasrun Harun, Fikih Muamalat, (Jakarta: Gaya Midia Pratama, 2007), him.97.
8 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Depok: Rajawali Pers, 2017 ), him. 69.
® Meaty Taqdir Qodratillah dkk, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar ( Jakarta: BPPB
Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011). him. 122.



5. Lubuk larangan adalah suatu kawasan yang berada di daerah
aliran sungai yang dikelola oleh masyarakat melalui berbagai
|.10

aturan baik formal maupun nonforma

G.Kajian Terdahulu

Penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa tulisan yang
berkaitan tetapi penulis melihat tulisan ini ada perbedaan dengan

judul yang penulis teliti.

1. Skripsi Ramadona Laila yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Tentang Jual Beli lkan Cupang Dengan Sistem Tarik Benang
(Studi Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Barat Laut
Kabupaten Muara Enim). Membahas tentang jual beli yang
menggunakan sistem tarik benang, dari banyak benang hanya
sebagian yang terikat dengan plastik yang berisi ikan cupang
sehingga pembeli harus memilih-milih dulu sebelum menarik
benang tersebut. Setiap penarikan  benang harus membayar
terlebih dahulu. Pembeli yang beruntung maka akan menarik
plastik yang berisi ikan cupang dan pembeli yang tidak beruntung
akan menarik benang saja tanpa ikan. Pembeli yang hanya
mencabut benang (tidak mendapat ikan) akan penasaran sehingga
akan mencoba terus menerus sampai berhasil menarik benang yang
terhubung dengan plastik yang berisi ikan,masalah tersebut sudah

berlangsung lama dan dianggap biasa oleh masyarakat.

10 Nendah Kurniasari dkk, Jurnah llmiah Kelautan Dan Perikanan, 2015



Pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem tarik benang ini tidak sah
karena mengandung unsur gharar yang dilarang dalam hukum
islam dan merugikan. **

Skripsi Nurudin yang berjudul”Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan (Studi Kasus Di
Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman)”. Membahas tentang pelaksanaan jual beli ikan sistem
pancingan yang terjadi setelah adanya kesepakatan transaksi antara
penjual dan pembeli. Akad yang mereka gunakan adalah akad
secara lisan saja dengan kata lain penjual menyerahkan ikan yang
ada dikolam kepada pembeli dengan tidak tertulis sesuai
kesepakatan bersama.*?

Skripsi Nur Ayu Anggraini yang berjudul” Tinjauan KHES
Terhadap Jual Beli Ikan Denngan Sistem Barter Menggunakan
Gabah (Studi Kasus di Desa Taro’an Kecamatan Tlanakan
Kabupaten Pamekasan)”. Membahas tentang tetang jual beli ikan
yang di barter dengan gabah yang dimana transaksi ini menurut
kompilasi hukum ekonomi syari’ah boleh dilakukan selama rukun
dan syarat dalam jual beli barter terpenuhi serta dilakukan atas

dasar kerelaan kedua belah pihak dan tolong menolong diantara

“Ramadona Laila, NPM :1421030058, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden

Intan Lampung

2Nurudin, NIM : 03380437, Muamalat, Fakultas Syariah UIN SUKA Yogyakarta



kedua belah pihak, maka jual beli barter ini tetap boleh
dilakukan.®
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB | merupakan Pendahuluan yang menguraikan tentang
latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB Il merupakan bab yang membahas Landasan Teori mulai
dari pengertian akad, rukun dan syarat akad,kategori hukum akad,
asas-asas akad, macam-macam akad, berakhirnya suatu akad , serta
pengertian jual beli,dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli,
bentuk-bentuk jual beli, macam-macam jual beli dan jual beli yang
dilarang.

BAB 11l merupakan bab yang membahas Metodologi penelitian
yang meliputi data geografis, waktu penelitian, jenis penelitian,
sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan
analisis data.

BAB IV merupakan Hasil penelitian dan pembahasan yang
terdiri pengambilan ikan lubuk larangan dalam jual beli dan tinjauan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli ikan
lubuk larangan di desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi serta

data hasil analisis.

¥ Nur Ayu Anggraini, NIM : 162111002, Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas
Syariah IAIN Surakarta



Saran.

10

BAB V merupakan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan



BAB Il
LANDASAN TEORI

A. Akad
1. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam
hukum Indonesia. Dalam kamus bahasa arab akad yaitu ‘aqoda
ya’'qudu ‘agdan yang berarti ikatan , mengikat,mengokohkan.™ Ikatan
maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua dua ujung
tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga
keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.’®
Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunnah memberikan arti bahwa

16 Secara

bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan.
terminologi figh akad di defenisikan dengan :

Adaa b o B Efy b gk 4ag e Jadhs ) B

“pertalian ijab( pernyataan melakukan ikatan ) dan kabul
(pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang
berpengaruh kepada objek perikatan.”

Pencantuman kata-kata”sesuai dengan kehendak syariat”
maksudnya seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak
atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak

syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melaksanakan transaksi riba,

menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun

4 M.Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta : PT M. Yunus Wa Dzurriyyah,2017), him. 274.
% Harun, Figh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers,2017), him. 31.
16 sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Juz 3, (Beirut: Darul Fikri, 1995), him. 93.

11
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pencantuman kata-kata “ berpengaruh pada objek perikatan
maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak
(yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan
kabul). ¥

Menurut Syafi’iyyah, Malikiyah dan Hanabilah secara umum
pengertian akad secara luas sama dengan pengertian secara bahasa,

yaitu:
Crpadll 5 Ul 535080 5 SIS 83 A 331 JL yam 2 ghealad Jle o yall dje L (R
ROV 5 JIS 5l 5 5l 5 qallS il b 81 ) s 2

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan
keinginannya sendiri ,seperti waqof, pembebasan, talag dan sumpah
atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua
orang seperti jual beli, menyewakan , perwakilan dan gadai. ™

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 1
dinyatakan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian
antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak

melakukan perbuatan tertentu.™®

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus
merupakan perjanjian kedua belah pihak atau lebih yang bertujuan
untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan
dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai

diberlakukan.

Y Abd. Rahman ghazaly, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana,2010), him. 51.
18 Nasrun Harun, Fikih Muamalat, (Jakarta: Gaya Midia Pratama, 2007), him.97.
¥ ompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op.Cit.him. 20.
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2. Rukun Dan Syarat Akad

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu akad, harus dipenuhi
rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak
harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Sedangkan
syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan

tindakan tersebut.?

a. Rukun Akad

1) Agidain adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing
pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa
orang.

2) Ma’qud alaih, ialah benda-benda yang diakadkan,seperti benda-
benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah
(pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad
kafalah.

3) Maudhu’ al-aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan
akad, berbeda Akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

4) Shigat al-aqd ialah ijab Kabul. ljab ialah permulaan penjelasan
yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran
kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun Kabul ialah
perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang

diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab dalam

2Faturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung:
PT. Citra Aditia Bakti, 2001), him. 78.
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pengalaman dewasa ini adalah bertukarnya sesuatu dengan yang
lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu
terkadang tidak berhadapan. **
b. Syarat akad

1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang
wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat
umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad
sebagai berikut:

a) Kedua orang yang melakukan akad cakap dalam bertindak
(ahli), tidak sah orang yang tidak ca kap bertindak, seperti
orang gila, orang yang berada dibawah
pengampuan(mahjur), dan karena boros.

b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

c) Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang
mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqgid
yang memiliki barang.

d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’, seperti
akad jualbeli mulamasah.

e) Akad dapat memberikan faedah

f) ljab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya
kabul.

g) ljab dan kabul mesti bersambung.

21 Abd. Rahman ghazaly, Op.Cit, him. 52.
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2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang
wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini
juga dapat disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada di
samping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam

pernikahan.*

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun dan

syarat akad terdapat dalam pasal 22-25 yaitu:
Pasal 22
Rukun akad terdiri atas :

1) Pihak-pihak yang berakad
2) Objek akad
3) Tujuan pokok akad, dan

4) Kesepakatan®®
Pasal 23

a) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan,
kelompok orang, persekutuan atau badan usaha;

b) orang yang berakad harus cakap hukum berakal dan tamyiz.?*

Pasal 24

22 H

Ibid.,
28 pasal 22 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
24 pasal 23 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
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a) Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang
dibutuhkan oleh masing-masing pihak;

b) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat
diserahterimakan.?

Pasal 25

a) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan
akad.

b) Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan,

tulisan, dan/atau perbuatan.?®

Para ulama fikih menetapkan, bahwa akad yang telah
memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad(transaksi).?’

3. Kategori Hukum Akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kategori hukum

akad terdapat dalam pasal 26-28 yaitu:
Pasal 26
Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

1) Syariat islam;

% pasal 24 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

% pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

2T M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam(Figh Muamalah), (Jakarta: PT Grafindo
Persada,2004), him. 108.
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2) Peraturan perundang-undangan;
3) Ketertiban umum, dan/atau;

4) kesusilaan®

pasal 27
Hukum akad terbagi kepada tiga kategori, yaitu:

a) akad yang sah
b) akad yang fasad/dapat dibatalkan

c) akad yang batal/batal demi hukum?®

pasal 28

1) akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan
syaratnya;

2) akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan
Syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang
merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat;

3) akad yang batal adalah akad yang kurang rukun

dan/atau syarat-syaratnya.*

Dijelaskan lagi dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah ayat 1 dan 2 bahwa akad yang sah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam

perjanjian, tidak mengandung unsur ghalat atau khilaf, dilakukan

28 pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
2% pasal 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
% pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
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dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan gubn atau
penyamaran. Dan akad yang disepakati itu harus memuat

ketentuan:

1) kesepakatan mengikatkan diri

2) kecakapan untuk melakukan suatu perikatan

3) terhadap sesuatu hal tertentu

4) suatu sebab yang halal menurut syariat Islam.®

4. Asas-Asas Akad %

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 asas-asas

suatu akad, yaitu:

1) Ikhtiyari/sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para
pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu
pihak atau pihak lain.

2) Amanah/menepati janji,setiap akad wajib dilaksanakan oleh
para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh
yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari
cidera janiji.

3) Ikhtiyati/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan
pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat

dan cermat.

%! pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
% bid., HIm 18-19.
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Luzum/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan
yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar
dari praktik spekulasi atau satu pihak.

Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan yntuk
memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari
praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
Taswiyah/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad
memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan

kewajiban yang seimbang.

Transparansi, setiap akad dilakukan dengan
pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan
kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang
berlebihan bagi yang bersangkutan.

Taisir/lkemudahan, setiap akad dilakukan dengancara saling

memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk
dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

Itikad baik,akad dilakukan dalam rangka menegakkan
kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan
perbuatan buruk lainnya.

Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak
dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Al-Hurriyyah (kebebasan berkontrak)
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13) Al-kitabahah (tertulis)

5. Macam-Macam Akad *

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi.
Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara’,maka akad

dibagi dua yaitu:

1) Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun.
Dengan demikin segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad

itu, berlakuk kepda kedua belah pihak.

Ulama mazhab Hanafi dan Maliki, membagi lagi akad sohih

itu menjadi dua macam:

a) Akad yang Nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad
yang dilangsungkaan dengan memenuhi rukun dan syarat dan
tidak ada penghalang untuk melaksankannya.

b) Akad Mauquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang
mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak
memiliki kekuasaan untuk  melangsungkan dan
melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang dilakukan
oleh anak kecil yang menjelang akil baligh(mumayyiz). Akad
ini baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum

setelah mendapat izin dari wali anak itu.

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam(Figh Muamalah),Op.Cit, him. 110.
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Menurut Mazhab Syafii dan Hambali, bahwa jual beli yang

maugquf itu tidak sah.

Lebih lanjut, jika dilihat dari sisi mengikat atau tidak akad

yang sahih itu, ulama fikih membaginya kepada dua macam:

a) Akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak,
sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu
tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual-beli dan sewa
menyewa.

b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak,
seperti ariyah (pinjam-meminjam) dan wadiah (barang
titipan).

2) Akad yang tidak Sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada
rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi
kedua belah pihak yang melakukan akad itu. %

Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak
sahih ini kepada dua macam,yaitu: akad yang batil dan akad yang
fasid.

a) Suatu akad dikatakan batil,apabila akad itu tidak memenuhi
salah satu rukun dan syaratnya langsung dari syara’.
b) Suatu akad dikatan fasid, adalah suatu akad yang pada

dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas

*1bid.,hIm. 111.
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seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya dan
sebagainya.

6. Berakhir Suatu Akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir,

apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

1) Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki
tenggang waktu.
2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad,apabila akad itu
mengikat.
3) Dalam akad yang berssifat mengikat, akad dapat berakhir
bila:
a) Akad itu fasid
b) Berlaku khiyar syarat, khiyar aib
c) Akad itu dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
d) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.

4) Wafat salah satu pihak yang berakad

Walaupun salah satu pihak wafat, dapat diteruskan
oleh ahli warisnya,seperti akad sewa-menyewa, gadai(rahn)
dan perserikatan dagang(syirkah). Dengan demikian tidak ada

pihak yang dirugikan.®

bid.,him. 112.
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B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata
jual dalam bahasa arab dikenal dengan al/bai’ yaitu bentuk masdar
dari kata ba’a- yabi’u-bai’an yang artinya menjual. *® adapun kata
beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah alsyira’ yaitu
masadar dari kata syara’ yang berarti membeli.*’ Kata dalam
bahasa Arab terkadang untuk pengertian lawannya, yaitu kata: s <l
(beli). Dengan demikian kata: &l kata “jual” dan sekaligus juga

berarti kata “beli .

Menurut istilah dari beberapa pendapat para ulama yang

dimaksud dengan jual beli adalah :

1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang
dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada
yang lain atas dasar saling merelakan.

2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang
sesuai dengan aturan Syara’.

3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan
ijab dan gabul dengan cara yang sesuai dengan Syara’.

4) Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang

khusus.

% M.Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta : PT M. Yunus Wa Dzurriyyah,2017), him. 75.
%" Ibid.,hIm. 197.
® Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Depok: Rajawali Pers, 2017 ), him. 69.
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5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling
merelakan atau memindahkan hak milik dengan
penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

6) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta,

maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa defenisi diatas dapat dipahami bahwa inti
jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang
yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak,
yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya
sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan

Syara’ dan disepakati.

Dasar Hukum Jual beli

a. Dasar dalam Al-Qur’an

Firman Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 275:

sl Ay UGS N Gshsis ¥ Ll osleal ol

e ST ) 106 280 aus 1T g kel i

5 o Tl 47T 28 Ty 25 T 5
P
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“Orang-orang yang Makan (mengambil) ribatidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang
kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya >

Dari ayat ini menjelaskan bahwa riba adalah pengembalian
pinjaman dengan jumlah yang lebih berdasarkan pada persentase
tertentu. Meski persentase tambahan tersebut adalah hasil
kesepakatan para pihak namun riba statusnya tetap terlarang. Orang-
orang yang memakan harta riba tidak akan bisa berdiri melainkan
berdirinya layaknya seperti orang yang kerasukan setan atau lantaran

penyakit gila.

Surat Al-Bagarah ayat 282:

> - g - - A A () _ 9%

,Mbu L s 3/194,,\? (w:\s 13) \;é;:.\; B\ [0S

P Iy //
Yj‘WﬂL@M&&wg,\J\QKQU Lﬁ,w,w 225

Z . < 8 ?/"/c ERPrtd 28, ’}af/}ﬂ 2 E} -
ot Gtage L9 by Jualyoaddy Uledds 5 oo 0f aolanis
P a7 s 1 :Ea"/y,c,f ,/;//}/’1 f&;; .
o 032 pen QLIS J2 b el USe M o =)l

% Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur,an dan Terjemahanya, Op. Cit., him 46.



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak
mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan
dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari
orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki,
Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang
seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah
kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai
batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah
dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu‘amalahmu itu), kecuali
jika mu‘amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara
kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak
menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu
lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu
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kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. ”*°

Dari ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi
hendaklah disaksikan, dan dituliskan jika jual beli itu tidak kontan.

Jika jual beli tersebut kontan maka tidak perlu lagi di tuliskan.

Firman Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 198

& 2

) V_cszsjwmlecuraxuq

Artinya: “'Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu. AL

Dari ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi kalian
untuk mencari rezeki yang halal melalui perdagangan.

Firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 29:*

555 ol V) Jedl e, Sl et ¥y il iy

2 3K B ATy Rl 5 vfwup\fu;s;g

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.’ 43

Dari ayat ini menjelaskan bahwa larangan bagi orang-orang

yang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, artinya tidak

0 Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur,an dan Terjemahanya, Op. Cit., him 30.
1 Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur,an dan Terjemahanya, Op. Cit., him 12.
2 |mam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer (Depok: Rajawali Pers,2018).him. 23.

“3 Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur,an dan Terjemahanya, Op. Cit., him 73.
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ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah
membelanjakan hartanya dengan jalan maksiat.  Yang tidak
termasuk dengan cara yang batil adalah jual beli yang saling
merelakan. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat diketahui karena
berhubung dengan hati, maka yang menunjukkan kerelaan adalah
ijab dan gabul. Dan dilarang membunuh orang lain atau membunuh
diri sendiri.
b. Dasar hukum dari Al-Sunnah

Sabda Rasulullah:**
cALal) 33iall Caatalll M a (e Al Jau) OB 08 Jas G e L
(Aake 0l 0)5,)""AalA a3 13¢5 2

“Telah menyampaikan kepada kami Ahmad ibn Sinan
menyampaikan kepada kami katsir ibn Hisyam menyampaikan
kepada kami kultsum ibn Jausyan al-Qusyairy dari Ayyub dari
Nafi’ dari ibn Umar berkata ia: bersabda Rasulullah SAW seorang
Pedagang muslim yang jujur dan terpercaya sejajar(tempatnya
disyurga) dengan para Syuhada pada hari kiamat”( HR. Ibn
Majah).

Dari kandungan ayat dan hadis diatas yang dikemukakan
sebagai dasar jual beli, para ulama mengambil suatu kesimpulan

Jbahwa jual beli itu hukumnya mubah(boleh).*

3. Hukum Jual Beli

4 Abdullah Shonhaji, Tarjamah Sunan Ibnu Majah jilid 111, (Semarang: CV. As-Syifa’, 1993) him.

“1bid.,hlm 115-117.
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a. Mubah (boleh) artinya boleh. Hukum asal jual beli adalah
mubah (boleh), artinya setiap orang Islam boleh mencari
nafkahnya dengan cara jual beli dan juga boleh tidak
melakukannya (mencari nafkah dengan cara lain yang halal).
Jual beli hukumnya mubah dengan catatan syarat dan rukunnya
terpenuhi, apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka
hukumnya menjadi haram.

b. Wajib, artinya harus dikerjakan, yaitu harus mencari nafkah
dengan cara jual beli. Hukum ini berlaku untuk orang yang
mempertahankan hidupnya dengan cara berdagang atau jual
beli. Umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila
terpaksa, begitu juga gadi menjual harta mufti (orang yang
banyak hutangnya daripada hartanya).

c. Haram, artinya tidak boleh dikerjakan karena jika dikerjakan
akan mendapatkan dosa. Hukum ini berlaku apabila jual beli
yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

d. Sunat, artinya jual beli yang apabila dikerjakan mendapat pahala
dan ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Jual beli ini diniati untuk
membantu. Misalnya jual beli kepada sahabat atau family yang
dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang
itu.*®

4. Rukun dan syarat jual beli

* Agus Rijal, Utang Halal, Uang Haram, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2013). him. 58.
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Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada

empat, yaitu:

1) Bai (penjual)
2) Mustari (pembeli)
3) Shigat (ijab kabul)

4) Mauqud Ala’ih (benda atau barang)

Syarat-syarat jual beli adalah:

a. Syarat menyangkut penjual dan pembeli
1) berakal dan mumayyiz
2) Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad
dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan oleh dua
orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.*’
b. Syarat yang menyangkut ijab kabul
1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam
saja setelah penjual menyatakan ijab atau
sebaliknya.
2) Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan kabul.
c. Syarat yang menyangkut benda atau barang.
1) Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah
penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan

yang lainnya.

“Rachmat Syafe’l, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), him. 76-77.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

31

Memberi manfaat menurut syara’

Jangan ditaklikkan, dikaitkan atau digantungkan kepada
hal-hal lain.

Tidak dibatasi waktunya, seperti ku jual motor ini
kepada tuan selama satu tahun

Dapat diserahkan

Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain
dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang baru
yang akan menjadi miliknya.

Diketahui(dilihat), barang yang diperjual belikan harus
dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau
ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli

yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.*®

Dalam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun

jual beli terdiri atas :

a. Pihak-pihak
b. Objek

c. Kesepakatan®

Dalam pasal 57 KHES, pihak-pihak yang terikat dalam

perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak yang

*Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Depok: PT Raja Grafindo Persada,ed 1,Cet.11, 2017),

him. 72-73.

“9 pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
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terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam hal syarat objek jual beli

dalam pasal 76 bahwa :

b. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.

c. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.

d. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang
memiliki nilai/harga tertentu.

e. Barang yang dijualbelikan harus halal

f. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.

g. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.

h. Penunujukan dianggap memenuhi syarat kekhususan
barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada
ditempat jual beli.

i. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh
pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

j. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada

waktu akad.>®

Dalam pasal 59 KHES ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa
kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, dan
kesepakatan ini memiliki hukum yang sama. Dan dalam pasal 60

KHES, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan

%0 pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
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harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun

pengembangan usaha.>*

5. Bentuk-bentuk jual beli
Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau
tidaknya menjadi dua bentuk yaitu:*
a) Jual beli yang shahih
Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila
jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang
ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada
hak khiyar lagi, jual beli ini dikatakan jual beli shahih.
Misalnya, seseorang membeli mobil. Seluruh rukun dan
syarat jual beli telah terpenuhi, mobil itu telah dipriksa oleh
pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak
terjadi menipulasi harga, dan harga mobil itu pun telah
diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli
itu, jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat
kedua belah pihak.
b) Jual beli yang batal
Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal
apabila salah satu atau rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli
itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli

yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual

51 Ppasal 59-60 kompilasi hukum ekonomi syariah
52 Mardani, Op.Cit.,him. 171.
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itu barang-barang yang diharamkan syara’ seperti bangkai,
darah, babi, dan khamar.
6. Macam-macam jual beli
Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:
a. Dilihat dari segi objek yang diperjual belikan, jual beli
terbagi pada tiga macam, yaitu:

1) Jual beli muthlaqoh, yaitu pertukaran antara barang atau
jasa dengan uang.

2) Jual beli sharf, yaitu jual beli antara suatu mata uang dan
mata uang lain.*

3) Jual beli muqgoyyadah, yaitu jual beli pertukaran antara
barang dengan barang (barther), atau pertukaran antara
barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

b. Dilihat dari segi menetapkan harga, jual beli dibagi kepada
empat macam, yaitu:

1) Jual beli musawwamah (tawar menawar), yaitu jual beli
biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok
dan keuntungan yang didapatnya.

2) Jual beli amanah, vyaitu jual beli ketika menjual
memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang).

Jual beli amanah ada tiga, yaitu:

53 Mardani, him. 174.
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a) Jual beli murabahah, yaitu jual beli ketika penjual
menyebutkan  harga  pembelian barang dan
keuntungan yang diinginkan.

b) Jual beli muwadha’ah (discount), yaitu jual beli
dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah
kerugian yang diketahui, untuk perjualan barang atau
aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

c) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan harga modal
tanpa keuntungan dan kerugian.

3) Jual beli dengan harga tangguh, bai’ bitsaman ajil, yaitu
jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar
kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada
harga tunai dan bisa dicicil.>*

4) Jual beli muzayyadah (lelang), yaitu jual beli dengan
penawaran dari penjual dan para pembeli menawar,
penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya,
jual beli munagadhah, yaitu jual beli dengan penawaran
pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu
dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya,
kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang

menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan

membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

54 Mardani,.,hlm .175.
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c. Dilihat dari segi pembayaran jual beli dibagi empat, yaitu:

1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran
langsung.

2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (bai muajjal), yaitu
jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai)
tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.

3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred
delivery), meliputi:

a) Jual beli salam, vyaitu jual beli ketika pembeli
membayar tunai di muka atas barang yang dipesan
dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.

b) Jual beli istisnah’, yaitu jual beli yang pembelinya
membayar tunai atau berharap atas barang yang dipesan
dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan
diserahkan kemudian.

4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-
sama tertunda.

7. Jual Beli Yang Dilarang Dan Batal Hukumnya
Ada beberapa jual beli yang dilarang dan batal hukumnya
yaitu: >
a. barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi,

berhala, bangkai dan khamar. Rasululloh SAW Bersabda :

%5 Hendi Suhendi, HIm 78
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“Dari Jabir ra. Rasululloh SAW bersabda sesungguhnya Allah
dan rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai,
babi, dan berhala.” (Riwayat Bukhari Muslim)

b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor
domba jantan dengan betina, agar dapat memperoleh
keturunan, jual beli ini haram hukumnya karena Rasululloh

SAW bersahda :
(50 o1 )) JAEl il g (8 S 0a A O3 & ) a8 G (8

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasululloh SAW teala melarang
menjual mani binatang. (Riwayat Bukhari)

c. Jual beli anak binatang yang berada perut induknya, jual beli
seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak

tampak juga.

A ol g)) ALAY 8 g G ugd p a A Sk O o2y a8 Gl &

(Pl

“Dari Ibnu Umar ra Rasululloh SAW melarang penjualan
sesuatau yang masih dalam kandungan induknya. (Riwayat
Bukhari Muslim)

d. Jual beli dengan muhakallah, hagalah mempunyai arti tanah,
sawah dan kebun, maksud muhagalah disini ialah menjual

tanam tanaman yang masih di ladang atau disawah, hal ini

dilarang dalam agama, sebab ada persangkaan riba didalamnya.
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e. Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan
yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan
yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang
lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar,
dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh ditiup angin
kencang atau yang lainnya, sebelum diambil oleh
sipembelinya.

f. Jual beli mulammassah, yaitu jual beli secara sentuh
menyentuh, misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan
tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang
menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini
dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan
menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

g. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli cara lempar,
seperti seorang berkata; ‘’lemparkanlah kepadaku apa yang ada
padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada
padaku setelah terjadi lempar melempar, maka tidak ada ijab
dan gabul.

h. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah
dan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan
bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka

akan merugikan pemilik padi kering.
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“Dari Anas ra berkata Rasululloh melarang jual beli
muhalagoh, muhadharah, mulamasah, munabadzah dan
muzabanah. (Riwayat Bukhari)

I. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual
belikan menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua
arti, yang pertama seperti seseorang beerkata;’’kujual buku ini
seharga $10 dengan tunai atau $15 dengan cara hutang. Arti

kedua ialah seperti seorang berkata;’’aku jual buku ini padamu

dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku’’.

Lagul 3l Alb Aol i a0 BU Ba p o A J3) OB G2y 800k ol (6
(2912 ‘9,1\)1;33\‘91

“Dari Abu Khurairoh ra. la berkata, Rasululloh bersabda:
barangsiapa yang menjual dengan dua harga dalam satu
penjualan barang maka baginya ada kerugian atau
riba.(Riwayat Abu Daud).

J. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga
kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang

masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya

keliatan bagus tapi dibawahnya jelek.*®

slall B Sald) g /855 ¥: a oo A P J8; JB A U () dhiaa (il (E

(2aal ol ) J& 4l

% Hendi Suhendi, Op.Cit., him. 79.
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“Dari Ibn Mas’ud ra. la berkata, rasululloh saw bersabda:
janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli
seperti itu termasuk gharar atau menipu.(Riwayat Ahmad)

k. Jual beli dengan mengecualikan sebagai dari benda yang dijual,
seperti seorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang
dikecualikan salah satu bagianya, misalnya a menjual pohon
pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pinang, maka
jual beli ini sah, sebab yang dikecualikan jelas. Tetapi bila
yang dikecualikan tidak jelas, maka jual beli tersebut batal.

(sl )55l & 9 G A5 3 s RSN ¢ (45 A B3k &
“Rasululloh  melarang jual beli dengan muhalagah,
muzabanah dan yang dikecualikan, kecuali
ditentukan. ”(Riwayat An-Nasa i)

I. Larangan menjual makanan sehingga dua kali takar, hal ini
menunjukan kurang saling mempercayai antara penjual dan
pembeli, jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang
membeli sesuatu dengan takaran dan telah ditrimanya,
kemudian ia menjual kembali, maka ia tidak akan boleh
menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang

pertama, sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli

yang kedua itu.

Akan tetapi ada beberapa jual beli yang dilarang agama walaupun

itu sah. Adapun jual beli yang dilarang antara lain:>’

%7 Moh. Rifa’i, Fikih Islam Lengkap, (Semarang : Pt Karya Toha Putra, 2014), him 371-372
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a. Membeli barang yang ditawar orang lain dalam masa khiyar. Sabda

nabi saw:

ol gU)ART S U0 A5 Y 1 a e A J3k) 0B 1 08 () B 0b ) &8
(plesay s 8

“Dari abu khurairoh, ia berkata :telah bersabda Rasululloh SAW.
tidak tidak boleh seorang menawar diatas tawaran saudaranya.
(HR.Bukhari Muslim)”

b. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar,
sedangkan orang tersebut tidak menginginkan barangnya. la
semata-mata hanya ingin agar orang lain tidak dapat membeli
barang itu.

c. Menemui orang-orang yang hendak menjual barang dagangan (dari
desa), dengan cara menghentikannya di jalan sebelum ia sampai ke
pasar, kemudian membelinya dengan harga yang murah sebelum
mereka (orang-orang desa itu) mengetahui harga barang tersebut

dipasar menurut sebenarnya. Sabda nabi saw:

8 93) S Jala 20 ¥y GLEIN 1B Y ¢ 8 ga A Js) 08 1 gy (e G G
(plewa s B0

“ Dari Ibnu Abbas ra, berkata ia, Rasululloh SAW bersabda:
janganlah kamu temui orang yang berkendaraan itu(yang
membawa bahan-bahan penting ke kota), dan tidak boleh menjual
orang yang hadir(orang kota) barang orang dusn/baru
datang.(HR.Bukhari Muslim)”

d. Membeli barang yang ditimbun dengan cara memborong semua

barang dipasar dengan maksud agar tidak ada orang lain yang



42

memilikinya, kemudian menjualnya lagi dengan harga mahal yang
berlipat ganda.®

e. Memperjualbelikan barang yang sah, tetapi dipergunakan sebagai
alat maksiat, misalnya memperjualbelikan ayam jago untuk
dijadikan binatang aduan, atau barang-barang yang lain untuk alat
maksiat.

f. Jual beli dengan ghurur (menipu), baik dari pihak penjual maupun
pembeli, misalnya keadaan barang yang dijual berbeda dengan
barang yang dicontohkan, seperti dari luarnya tampak baik, akan
tetapi di dalamnya jelek, atau ukuran barangnya kurang atau tidak
sesuai menurut semestinya. Dalam hal ini biasa disebut mencuri

timbangan atau ukuran. Sabda nabi saw:

G Ge BUadll an (8 a ge A J) A5z 08 oan Bk () (R
(plesal 01 55), 1 4

“Dari Abu Khurairoh Ra. la berkata, rasululloh saw telah
melarang jual beli secara melempar dengan batu (lempar-
lemparan) dan jual beli yang mengandung tipuan.”(Riwayat
Muslim)®®

% bid, him 371
% bid, him 372



BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN
A. Data Geografis

1. Sejarah Desa

Desa Tanjung Medan adalah salah satu wilayah desa di
kecamatan Muarasipongi kabupaten Mandailing Natal provinsi
Sumatera Utara yang bernama “tanyumedet” yang bertempat di daerah
“Muoro Aie Tawa Gedak” yang merupakan anak desa dari desa
kampung pinang yaitu lorong I, pada tahun 1951 terjadi bencana alam
(banjir bandang) yang menyebabkan desa tersebut hanyut “dan tidak
memungkinkan lagi didiami maka seluruh warga pindah ke daerah

yang sekarang dan namanya berubah menjadi Tanjung Medan.

Pada tahun 2002 terjadi pemekaran desa di kecamatan muara
sipongi dan tanjung medan yang sejak dulu merupakan anak desa dari
desa kampung pinang telah memenuh syarat untuk dijadikan desa.
Dengan jumlah penduduk 651 jiwa yang terdiri dari laki-laki 321
orang , perempuan 330 orang dari 363 KK. Desa Tanjung Medan
tidak ada pembagian wilayah seperti lorong atau banjar . Adapun

batas-batas desa Tanjung Medan sebagai berikut:

c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bandar Panjang Tuo
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kampung Pinang

e. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kotoboringin

42



43

f. Sebelah Barat berbatasan dengan Koto Boringin.

Luas wilayah desa Tanjung Medan adalah 281 Ha, dimana
65% berupa daratan yang bertofografi berbukit-bukit dan 35%
daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan

untuk persawahan tadah hujan.

Desa Tanjung Medan juga merupakan salah satu desa yang
memelihara aliran sungai sebagai lubuk larangan dengan panjang

2400 m / 2,4 km.®°

2. Visi Dan Misi Desa
a. Visidesa
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat dan
religius dengan mengembangkan sumber daya alam”
b. Misi desa
1) Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
2) Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat
3) Peningkatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan
lingkungan
4) Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas
lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat

B. Waktu dan lokasi penelitian

% sijti Rahma Sekretaris Desa, Dokumen Desa tanggal 03 Januari 2020
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Penelitian ini dilakukan pada bulan april sampai juni 2020.
Penelitian ini dilaksanakan di desa Tanjung Medan kecamatan Muara

sipongi kabupaten Mandailing Natal.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan.
Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi peneliti.
Informan peneliti adalah orang yang menguasai dan memahami data

informasi atau objek peneliti.

Dengan demikian penelitian menentukan beberapa informan
penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah

memenuhi syarat-syarat diatas.

1. Panitia lubuk larangan
2. Peserta lubuk larangan
3. Tokoh agama
4. Kepala desa
D. Jenis penelitian dan sifat penelitian
1. Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah
penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang
dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Adapun data-
data yang diperlukan adalah mengenai teori-teori akad jual beli karcis

dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam
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penelitian skala sosial kecil dan mengamati subjek/objek penelitian
tersebut.

2. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang dimaksud dengan
deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang
bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, secara
sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan cirri serta
hubungan unsur yang ada.®*

E. Sumber data

Adapun sumber data penelitian yaitu keterangan yang benar dan
nyata, atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau dari
mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta
dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun.Berdasarkan pengertian
di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang

memiliki data mengenai variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan.

a. Sumber data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik
dengan melakukan wawancara, observasi. Data primer disini
merupakan data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari
masyarakat, kepala desa, tokoh agama Desa Tanjung Medan

Kecamatan Muarasipongi, masyarakat desa lain yang berperan dalam

61 Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian (Jakarta: Arruz Media, 2014), him. 30.
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pengambilan ikan lubuk larangan dengan melakukan observasi dan

wawancara langsung.

b. Sumber data Sekunder

Data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakan.
Bahan bahan sekunder meliputi bahan hukum penunjang berupa studi
kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, bahan-bahan primer
Alguran dan hadist, KHES merupakan bahan hukum utama yang
menjadi bahan hukum dalam penelitian ini. Teori mengenai Akad, jual

beli, serta buku metode penelitian hukum.®

F. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara
mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai
aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang

digunakan adalah Yuridis Sosiologis.

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis
Sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan
pencerminan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum maka berlaku
apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu oleh

lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan

114.

2Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), him. 113-
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berlakunya bagi masyarakat langsung melakukan yang terkena hukum

tersebut.®®
. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama
dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data tanpa mengetahui tekhnik pengumpulan data, maka peneliti tidak
akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
Tehknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan
oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar kegiatan
tersebut menjadi sistematis. Adapun tekhnik pengumpulan data dalam

penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertanyaan secara lisan dan mencatat
jawaban yang diberikan responden. Wawancara dilakukan secara
langsung dengan bertatap muka antara responden dengan
pewawancara. **Adapun yang menjadi topik dalam wawancara
dengan masyarakat desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi
Kabupaten Mandailing Natal mengenai akad jual beli ikan lubuk
larangan.

2. Observasi

83 Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian (Jakarta: Arruz Media, 2014), him. 34.

% Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 2012), him. 197.
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Observasi adalah tekhnik menurut adanya pengamatan dari
peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap
objek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal
atau berupa, memori, gambar, catatan data-data tertulis
mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang

fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut patton adalah proses mengatur urutan
data,mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian

dasar.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang
tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara,
kuisioner, atau angket dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan
dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun

dan mengelempokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitattif. Dalam
penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan
menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis

kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh,
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selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.®® Setelah data-data

terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran

permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriftif kualitatif berupa kata-

kata,® tulisan atau lisan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai

jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan berfikir

induktif dan deduktif.

Induktif adalah cara berfikir berdasarkan dari fakta-fakta, teori-teori
serta peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus
dan kongkrit dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai
sifat umum. Dalam hal ini tentang akad jual beli ikan lubuk larangan
di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi.

Deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan
yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Kaitan
proposal ini adalah metode deduktif digunakan saat mengumpulkan
data-data, baik data dari lapangan maupun kepustakaan yang
kemudiaan diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu

titik temu kebenaran atau kepastian.

245,

85Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta CV, 2012).hIm. 243-

®®Riduan, Belajar Mudah Penelitian, (Bandung: Alfaberta, 2009), him.77



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Jual Beli Ikan Lubuk Larangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan
Muarasipongi Kabupaten Mandailing natal
Desa Tanjung Medan awalnya merupakan anak desa dari Desa
Kampung Pinang, tetapi pada tahun 2002 desa ini mekar dan memisahkan
diri dari Desa Kampung Pinang. Sebelum mekar, desa ini sudah memiliki
bagian aliran sungai tersendiri. Masyarakat biasa mencari ikan untuk
dikonsumsi, dan tidak ada larangan dalam pengambilan ikan di sungai
tersebut. Tetapi lama kelamaan ikan- ikan di sungai mulai langka dan sulit
dicari karena terlalu sering diambil oleh masyarakat. Kemudian diadakan
musyawarah desa untuk mencari solusi agar ikan-ikan di sungai tidak
langka. Sehingga muncullah inisiatif untuk mengelola sungai dengan
larangan penangkapan ikan kecuali hari-hari yang disepakati bersama oleh
masyarakat yang dinamai dengan lubuk larangan. Untuk melestarikan ikan-
ikan yang mulai langka, sebagai kearifan lokal dan penambahan pendapatan
bagi desa.®’
5. Proses pengambilan ikan lubuk larangan
a. Mendaftar dan membayar uang pendaftaran
Seseorang boleh ikut mengambil ikan di sungai lubuk

larangan tersebut pertama-tama harus mendaftarkan dirinya kepada

87 Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan
Muarasipongi
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panitia kemudian membayar uang pendaftaran sebesar 60 sampai
100 ribu rupiah dan sebagai tanda telah membayar dan sepakat
untuk ikut mengambil ikan lubuk larangan akan diberikan karcis
dan jika telah membayar, uang tidak bias diminta atau tidak
dikembalikan. ®®
b. Membawa alat sendiri

Setelah membayar bagi yang menggunakan pesok sebagai
alatnya mulai membuat nya di nomor yang ditentukan yang diambil
ketika cabut nomor dan biasanya untuk pesok sudah mengambil
nomor sehari sebelum lubuk larangan dibuka karena akan
mendirikan pondok-pondok kecil di sungai dan semua alat
disediakan sendiri oleh peserta atau masyarakat yang ikut
tergantung apa yang akan digunakan ketika menangkap ikan seperti
jala bukan disediakan oleh panitia.®®

c. Pelaksanaan akad

Orang yang ikut menangkap ikan lubuk larangan mayoritas
berasal dari masyarakat desa dan yang tinggal disekitar desa.
Lubuk larangan ini dibuka mulai dari jam 09.30 wib sampai jam
18.00 sore. Tidak ada yang boleh mendahului menangkap ikan
dibawah jam 09.30 sebelum ada aba-aba dari panitia,untuk jenis
ikannya tidak dijelaskan secara detail dan jumlah ikannya tidak

bisa ditaksirkan berapa banyaknya.

%8 Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi
8 Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi
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Setelah lubuk larangan dibuka bagi yang memiliki Kkarcis
bebas menangkap ikan sepanjang aliran sungai yang menjadi
bagian lubuk larangan desa Tanjung Medan dan bisa membawa
pulang ikan yang didapatkan tanpa harus ditimbang seharga karcis
atau dilaporkan kepada panitianya, apabila mendapat banyak ikan
maka peserta akan untung atau malah sebaliknya,dan akadnya
berakhir pada jam 18.00 sore.”

6. Subjek/pelaku
Dalam prosesnya ada orang yang berakad yaitu peserta atau orang
yang ikut menangkap ikan bertindak sebagai pembeli dan panitia sebagai
perwakilan dari masyarakat bertindak sebagai penjualnya. Rata-rata
peserta dan panitia sudah cakap hukum, karena terdiri dari kalangan
orang dewasa yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana
yang buruk. Selain itu dalam lubuk larangan ini tidak ada unsur paksaan
untuk mengikuti penangkapan ikan lubuk larangan.™
7. ljab gabul dan Kesepakatan
Adanya shigat( ijab gabul) yaitu persetujuan antara penjual dan
pembeli untuk melakukan serah terima, yaitu peserta menyerahkan uang

sebagai uang pendaftaran atau karcis dan ada barang yang dibeli yaitu

" Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan
Muarasipongi

™ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan
Muarasipongi
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ikan sebagai objeknya, baik itu dilakukan secara lisan maupun tulisan,
tetapi dalam transaksi di lubuk larangan dilakukan secara lisan.”
8. Objek

Ikan sebagai objek dalam jual beli ini merupakan barang yang
suci dan bersih serta halal dan bukan barang yang dilarang dalam Islam,
serta Ikan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat
bagi manusia, karena ikan bisa dikonsumsi dan banyak manfaatnya bagi
manusia.

Barang yang dijadikan objek dalam lubuk larangan ini merupakan
barang milik orang yang berakad, yaitu dimana panitia adalah masyarakat
desa yang bertindak sebagai perwakilan sepanjang batas-batas sungai yang
dijadikan lubuk larangan desa. Sehingga objek (ikan) yang berada dalam
batas-batas lubuk larangan tersebut merupakan harta mubah milik
masyarakat desa yang boleh diambil dengan kesepakatan bersama tetapi
belum bisa dikuasai secara personal.

Barang yang diperjualbelikan harus ada dan dapat diserahkan
belum terpenuhi, karena peserta membayar uang pendaftaran atau lebih
biasa disebut karcis dibayar di awal sedangkan ikan tidak dapat
diserahkan secara langsung melainkan harus mencari terlebih dahulu dan
peserta tidak akan tahu berapa banyak ikan yang akan didapatkannya,
apakah seharga uang pendaftaran yang dibayarkan atau lebih dari itu

bahkan bisa tidak mendapatkan apa-apa.

"2 Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan
Muarasipongi
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B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli lkan
Lubuk Larangan Desa Tanjung Medan Kecamatan Muara Sipongi

Kabupaten Mandailing Natal

Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian
ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian
yaitu para pihak yang sudah ikut serta dalam penangkapan ikan lubuk
larangan tersebut. Dengan melakukan wawancara, maka peneliti dapat
merumuskan jawaban- jawaban yang diberikan objek peneliti dengan
kenyataan yang terjadi dan selanjutnya mencari titik temu antara jawaban
dengan gejala- gejala yang ada. Peneliti mewawancarai orang yang

berkaitan dengan penangkapan ikan lubuk larangan yaitu :

Peneliti mewawancarai Kepala Desa di Desa Tanjung Medan
Kecamatan Muarasipongi, menurutnya lubuk larangan merupakan salah satu
kearifan lokal penambahan pendapatan bagi desa, salah satu alasan tetap
dilestarikan agar ikan ikannya tidak langka. Dan lubuk larangan ini telah

dilestarikan mulai dari kepala desa pertama setelah desa ini mekar.”

Menurut bapak Amran ,salah satu tokoh agama, pendapatan yang
dihasilkan dari lubuk larangan digunakan untuk kepentingan umum dalam

masyarakat, serta gagasan tetap dilestarikannya nya lubuk larangan sebagai

™ Hasil wawancara dengan bapak Kepala desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan muarasipongi.
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salah satu pendapatan desa, serta pelestarian ikan-ikan langka seperti ikan

mera(jurung).”

Peneliti mewawancarai Pak Sulaiman berasal dari desa Tanjung
Medan kecamatan Muara Sipongi. la berkata: “Saya membeli karcis dari
panitia seharga Rp. 60.000, mencari ikan merupakan kegemarannya, apalagi
lubuk larangan hanya dibuka sekali setahun, karna berbeda sekali rasanya
mencari ikan di kolam dengan lubuk larangan, selain ramai juga lebih
leluasa mencari ikan, di kolam pemancingan kita hanya bisa menggunakan
satu alat saja sedangkan di lubuk larangan biasa menggunakan berbagai
macam alat penangkap ikan, dan saya tidak merasa rugi jika pendapatan
tidak sesuai dengan harga karcisnya, yang penting hobby saya terluaskan.””
Dari pernyataan di atas, proses penangkapan ikan lubuk larangan yang

dilakukan oleh Bapak Sulaiman karena hobbi dan atas dasar suka, tidak

mempersoalkan bagaimana hasil ikan yang akan didapatkan sesudahnya.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Amizar berasal dari desa
Kampung Pinang kecamatan Muara Sipongi. “Saya membeli karcis dari
panitia, saya ikut menangkap ikan juga karena hobby tetapi saya jarang
mendapatkan ikan karena ukuran Jala yang saya gunakan untuk seukuran
ikan lima jari ternyata ikannya lebih kecil dari itu sehingga ikannya sulit

tersangkut di jala, saya merasa kecewa dan rugi atas uang pendaftaran yang

" Hasil wawancara dengan bapak Amran di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi, pada 01
Juni 2020, jam 09.00 WIB

™ Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi, pada
31 Mei 2020, jam 11: 00 WIB
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dibayar seharga 60 ribu.”’® Dari pernyataan di atas, Bapak Bayu merasa

kecewa dan rugi jika tidak mendapatkan hasil.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Ahmad Syafi’i berasal dari
desa Tanjung Medan kecamatan Muara Sipongi. la berkata :“Saya ikut
menangkap ikan lubuk larangan biasa nya berkongsi dengan teman
menggunakan satu alat, jadi ketika mendapatkan ikan yang sedikit saya

17

tidak merasa terlalu dirugikan “'"Dari pernyataan diatas, bapak syafi’i tidak

merasa dirugikan jika hasil tidak sesuai dengan pembayaran.

Menurut Pak Ucok Lubis berasal dari Pakantan , ia menjelaskan
menangkap ikan di lubuk larangan sangat mengasikkan terutama waktu aba-
aba penangkapan dimulai, orang-orang akan sangat heboh dan dalam hal

pendapatan hasil ada atau tidaknya itu sudah hal yang biasa.”

Menurut Pak Ferdiansyah menangkap ikan lubuk larangan
merupakan hobby,dan biasa menggunakan rumah pesok, pendapatan ikan
disesuaikan dengan cuaca, jika airnya keruh batu kilatan nya sulit untuk

dilihat sehingga ikan yang lewat juga sulit untuk didapatkan.

" Hasil wawancara dengan bapak Amizar di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi, pada
31 Mei 2020, jam 11: 10 WIB

"7 Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Syafi’i di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi,
pada 31 Mei 2020, jam 11: 20 WIB

" Hasil wawancara dengan bapak Ucok Lubis di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi,
pada 31 Mei 2020, jam 11: 25 WIB

™ Hasil wawancara dengan bapak Ferdiansyah di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi,
pada 31 Mei 2020, jam 11: 30 WIB
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Pak Doni Alamsyah berasal dari desa Tanjung Medan menyatakan
jawaban yang senada dengan pak ferdy , walaupun tidak mendapat ikan

karcis yang dibayar diniatkan untuk infak bagi desa.®

Menurut Pak Capin berasal dari Simpang Mandepo, dia menangkap
ikan lubuk larangan dengan menggunakan jala,dan biasanya memastikan
sarang yang banyak ikannya dan lebih sering merasa diuntungkan karena

biasanya dua kali lipat dari harga karcis.®

Menurut Pak Erdian berasal dari Simpang Mandepo, walaupun
menangkap ikan lubuk larangan sebagai hiburan karena suasananya akan

sangat ramai tetapi jika tidak mendapatkan hasil merasa kecewa dan rugi.®

Menurut Pak Abdi Rahmat berasal dari Tanjung Alai, menangkap
ikan lubuk larangan dengan harga 60 ribu baginya merupakan harga standar,
dan tidak merasa rugi walau tidak mendapat ikan karena hanya ingin
melepaskan candu dalam mencari ikan yang hanya biasa dilakukan sekali
setahun dan jauh-jauh hari sebelum pembukaan lubuk larangan sudah

menyiapkan uang untuk karcis nantinya.®®

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap akad jual beli harus

memenuhi rukun dan syarat. Terkait jual beli ikan lubuk larangan ini, sudah

® Hasil wawancara dengan bapak Doni Alamsyah di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi,
pada 31 Mei 2020, jam 11: 30 WIB

# Hasil wawancara dengan bapak Capin di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi, pada 31
Mei 2020, jam 11: 45 WIB

82 Hasil wawancara dengan bapak Erdiansyah di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi,
pada 31 Mei 2020, jam 12: 00 WIB

8 Hasil wawancara dengan bapak Abdi Rahmad di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi,
pada 31 Mei 2020, jam 12: 15 WIB
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terpenuhi rukunnya dimana dalam prosesnya ada orang yang berakad yaitu
peserta atau orang yang ikut menangkap ikan bertindak sebagai pembeli dan

panitia sebagai perwakilan dari masyarakat bertindak sebagai penjualnya.

Kemudian adanya shigat( ijab gabul) yaitu persetujuan antara
penjual dan pembeli untuk melakukan serah terima, yaitu peserta
menyerahkan uang sebagai uang pendaftaran atau karcis dan ada barang
yang dibeli yaitu ikan sebagai objeknya, baik itu dilakukan secara lisan
maupun tulisan, tetapi dalam transaksi di lubuk larangan dilakukan secara

lisan.

Kemudian dilihat dari syarat jual beli ,barang yang diperjualbelikan
harus suci dan bersih, maka ikan sebagai objek dalam jual beli ini
merupakan barang yang suci dan bersih serta halal dan bukan barang yang
dilarang dalam Islam, barang yang diperjualbelikan dalam Islam dapat
bermanfaat dan dimanfaatkan manusia. lkan merupakan barang yang dapat
dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, karena ikan bisa dikonsumsi

dan banyak manfaatnya bagi manusia.

Selanjutnya barang yang dijadikan objek dalam lubuk larangan ini
merupakan barang milik orang yang berakad, yaitu dimana panitia adalah
masyarakat desa yang bertindak sebagai perwakilan, sepanjang batas-batas
sungai yang dijadikan lubuk larangan desa. Sehingga objek (ikan) yang

berada dalam batas-batas lubuk larangan tersebut merupakan milik
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masyarakat desa yang boleh diambil dengan kesepakatan bersama tetapi
belum bisa dikuasai secara personal.

Tetapi syarat barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan belum
terpenuhi, objek (ikan) tidak dapat diserahkan secara langsung melainkan
harus mencari terlebih dahulu dan peserta tidak akan tahu berapa banyak
ikan yang akan didapatkannya, apakah seharga uang pendaftaran yang
dibayarkan atau lebih dari itu bahkan bisa tidak mendapatkan apa-apa.

Sehingga menurut pasal 35 KHES dari hal ini dapat menimbulkan
aib kesepakatan dalam akad jual beli yaitu Gubn atau penyamaran,
walaupun diawal perjanjian panitia tidak menjanjikan jumlah objek( ikan)
yang akan didapatkan. Hal ini bisa menyebabkan salah satu pihak untung
dan pihak lain dirugikan. Karena jual beli yang dilakukan samar-samar tidak
jelas jumlah ikan yang didapatkan dengan yang jumlah uang yang
dibayarkan diawal akad. Disini yang paling dirugikan adalah peserta karna
pendapatannya masih samar-samar, sedangkan panitia sudah menerima
uang pembayaran di awal perjanjian dan sesuai kesepakatan tidak bisa
dikembalikan.

Berdasarkan hal ini jual beli ikan lubuk larangan dapat dikategorikan
ke dalam akad jual beli yang fasad atau dapat dibatalkan dengan adanya
unsur gubn atau penyamaran karena perolehan ikannya tidak pasti.

. Hasil Analisis

Dalam jual beli Islam telah menentukan syarat dan rukun agar jual

beli sah dan tidak ada pihak yang dirugikan didalam perjanjian tersebut.
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Telah digambarkan sebelumnya bahwa pengambilan ikan lubuk larangan di
desa Tanjung Medan kecamatan Muarasipongi jika dilihat dari rukun dan

syarat jual beli menurut KHES vyaitu:

1. Subjek/pelaku adalah para peserta dan panitia yang sudah cakap
hukum.

2. Kesepakatan yaitu persetujuan antara penjual dan pembeli untuk
melakukan serah terima, yaitu peserta menyerahkan uang
sebagai uang pembayaran dan ada barang yang dibeli yaitu ikan
sebagai objeknya, baik itu dilakukan secara lisan maupun tulisan.

3. Objeknya
Syarat dalam objeknya milik sendiri, ikan dalam lubuk larangan
ini merupakan harta mubah milik masyarakat desa yang hanya
bisa diambil sewaktu-waktu yang ditetapkan bersama tetapi
belum bisa dikuasai secara personal.

Tidak dapat langsung diserahterimakan tetapi harus dicari dan
ditangkap terlebih dahulu serta jumlahnya tidak bisa diketahui
secara pasti, sehingga menimbulkan unsur gubn atau
penyamaran, karena perolehan ikannya tidak pasti dan akan

menimbulkan salah satunya dirugikan.

Adapun orang yang ikut menangkap ikan, ternyata bukan hanya
mengharapkan objek (ikan) jual beli, banyak yang untuk menyalurkan
hobbi dan mendapatkan kepuasan walaupun dari segi materi mengalami

kerugian, masyarakat merasa senang. Tetapi menurut Kompilasi Hukum
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Ekonomi Syariah pengambilan ikan lubuk larangan termasuk dalam akad
jual beli fasad yang merusak unsur dalam jual beli, karena mengandung

unsur spekulasi dan penyamaran.

Jadi, jika diperhatikan akad jual beli yang dilakukan masyarakat
dalam pengambilan ikan lubuk larangan ini, maka transaksi jual beli ikan
yang masih di dalam air dalam prakteknya masih terdapat unsur

penyamaran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, penulis berkesimpulan :

1. Pengambilan ikan lubuk larangan di desa Tanjung Medan kecamatan
Muarasipongi tergolong dalam akad jual beli, karena sesuai rukunnya
yaitu: Subjek/ pelakunya adalah para peserta dan panitia yang cakap
hukum dan tidak ada unsur paksaan, ijab gabul dan kesepakatan
dilakukan secara lisan, objeknya adalah ikan, halal serta bermanfaat dan
dapat dimanfaatkan

2. Menurut KHES, pengambilan ikan lubuk larangan di desa Tanjung Medan
kecamatan Muarasipongi termasuk dalam akad jual beli yang fasad,
karena syarat dalam objeknya : a. milik sendiri, ikan dalam lubuk larangan
ini merupakan harta mubah milik masyarakat desa yang hanya bisa
diambil sewaktu-waktu yang ditetapkan bersama dan belum bisa dikuasai
secara personal. b. tidak dapat langsung diserahterimakan tetapi harus
dicari dan ditangkap terlebih dahulu serta jumlahnya tidak pasti. Meskipun
awalnya ikut mengambil ikan lubuk larangan hanya sebagai hobbi, tetapi
tetap akan menimbulkan spekulasi dan unsur gubn atau penyamaran,
karena perolehan ikannya tidak pasti dan akan menimbulkan salah satu

nya dirugikan.

62
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B. Saran

Berdasarkan hasil temuan peneliti, peneliti mengajukan saran-saran

sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat lebih memahami konsep bermuamalah yang benar

2. Kepada pejabat pemerintahan yang berangkutan agar memberikan
penyuluhan tentang konsep-konsep bermuamalah yang Islami.

3. Untuk para peserta sebelum mengadakan akad terlebih dahulu sebaiknya
melakukan pengamatan dengan cermat dan jeli terhadap objek jual beli
sehingga diharapkan hasil yang didapatkan nantinya sesuai dengan

perkiraan dan tidak dirugikan.
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A. Untuk Panitia Lubuk Larangan

1.

2.

6.

7.

Apa yang dilakukan sebelum lubuk larangan resmi dibuka?

Berapa panjang aliran sungai lubuk larangan desa ?

Bagaimana cara pengambilan atau penangkapan ikan lubuk larangan?
Berapa harga karcis atau tiket menangkap ikan lubuk larangan?

Kapan berakhirnya akad pelaksanaan penangkapan ikan lubuk
larangan?

Apa saja kendala yang dihadapi selama lubuk larangan dibuka?

Bagaimana respon peserta selama lubuk larangan dibuka?

B. Untuk Peserta Lubuk Larangan

1.

3.

Apakah yang menjadi alasan bapak/saudara ikut serta dalam
penangkapan ikan lubuk larangan?

Bagaimana cara bapak/ saudara mengambil atau menangkap ikan
lubuk larangan?

Bagaimana respon bapak/ saudara selama lubuk larangan dibuka?

C. Untuk Kepala Desa

1.

Apa yang melatarbelakangi dikelolanya aliran sungai desa menjadi
lubuk larangan?

Bagaimana bentuk pengelolaan lubuk larangan desa tanjung medan
ini?

Bagaimana pandangan bapak terhadap pengelolaan lubuk larangan di

Desa Tanjung Medan Kecamatan Muara Sipongi?
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Penyelesaian Skripsi.

Yth, Kepala Desa Tanjung Medan Kecamatan Muara Sipongi
Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu’alaikum Wr.Whb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan limu Hukum Institut Agama Islam
Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Rahma Yani

NIM : 1610200016

Fakultas/Jurusan  : Syariah can llmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Tanjung Medan Muara Sipongi

No Hp - 081238530434

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan limu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang
sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Jual Beli lkan Lubuk Larangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muara
Sipongi Kabupaten Mandailing Natai”.

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih
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PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN MUARASIPONGI
DESA TANJUNG MEDAN

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 141/ ]} /TM /2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : IBRAHIM
Jabatan . Kepala Desa Tanjung Medan Kec. Muarasipongi

Kab. Mandailing natal

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAHMA YANI

Nim : 16102000 16

Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Medan, 13 April 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Fakultas/Jurusan : Syari’ah Dan [lmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah supaya memperoleh data yang diperlukan
untuk menyusun skripsi yang berjudul : “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Jual Beli Ikan Lubuk Larangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muara
Sipongi Kabupaten Mandailing Natal”,

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
seperlunya.

Tanjung Medan, 24 Juni 2020
Kepala Desa Tanjung Medan
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